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ABSTRAK

Jayapura masih melakukan transaksi jual beli tanah tanpa izin oleh
Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah tugas dan tanggung jawab
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sah atau tidaknya jual beli tanah tanpa izin PPAT dan
perlindungan hukum kepada pembeli yang melakukan jual beli tanah
tanpa izin PPAT. Dalam penelitian ini, yuridis normatif dan empiris
digunakan. Ini berarti terkait undang-undang, kepustakaan, peraturan
tertulis, dan sumber hukum lainnya yang bersifat sekunder dan
kehidupan nyata di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan apabila
pembelian tanah yang dilakukan dan disaksikan oleh kepala desa/lurah
Kota Jayapura itu sudah memenuhi syarat-syarat materil dan tidak

dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka jual beli tanah tersebut
dianggap sah menurut hukum. Namun, untuk memberikan perlindungan
hukum bagi masyarakat di Kota Jayapura, baik penjual maupun pembeli
harus mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk menyampaikan maksud
dan tujuan terkait tanah yang akan dijual dan yang akan dibeli. Kepala
desa/lurah dan beberapa anggota stafnya sebagai saksi. Setelah
pengukuran tanah, datanya akan dicatat pada buku Desa/lurah.
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ABSTRACT

The world is developing rapidly due to technological advances. But currently, most people in Jayapura City still
carry out land sales transactions without permission from the authorized official, in this case the duties and
responsibilities of the Land Deed Making Officer (PPAT). This study aims to determine whether or not land
sales are valid without PPAT permission and legal protection for buyers who make land sales without PPAT
permission. In this study, normative and empirical juridical are used. This means that it is related to laws,
literature, written regulations, and other legal sources that are secondary and real life in the field. The results of
this study indicate that if the purchase of land made and witnessed by the village head/sub-district head of
Jayapura City has met the material requirements and is not carried out secretly, then the sale and purchase of
land is considered valid according to law. However, to provide legal protection for the community in Jayapura
City, both sellers and buyers must come to the Village/Sub-district Office to convey the intent and purpose
related to the land to be sold and to be purchased. The village head/sub-district head and several members of
his staff as witnesses. After land measurement, the data will be recorded in the Village/sub-district book.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu ada kaitan dengan ekonomi dan juga sumber daya alam bagi banyak
orang itu semua tidak terlepas dari fungsi tanah. Tanah juga merupakan sumber kebahagiaan,
kemakmuran serta mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia.

Didalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang mempunyai hak diberikan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di mata hukum.” Lebih lanjut, Pasal 33 Ayat
3 UUD 1945 menyatakan: “Tanah, air, dan sumber daya alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara
dan hanya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.” Tanah sangat
berarti bagi kehidupan manusia karena pada umumnya manusia selalu hidup di darat dengan
menggunakan tanah untuk memperoleh kebutuhannya selama masih hidup di dunia. Hal ini disebabkan
karena masyarakat atau bangsa ingin menguasai tanah bangsa atau bangsa lain karena sumber daya alam
yang dimilikinya (G. Kartasapoetra, 1991).

Tujuan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) antara lain untuk menjamin secara hukum hak-hak masyarakat atas tanah. Menurut Pasal 19 ayat
(1) UUPA, “Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh

*Hernan Pratama

E-mail addresses: jamesyosephpalenewen82@gmail.com


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000
https://doi.org/10.5281/zenodo.14193817
mailto:pelupessyeddy@yahoo.com

Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 2, No. 4 Tahun 2024, pp. 175-183 176

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah" (Boedi
Harsono, 2002).

Jual beli yaitu suatu kegiatan yang terjadi dalam dunia ekonomi dan komersial. Dalam bidang
perekonomian dan perdagangan, jual beli merupakan hal terpenting dalam dunia usaha karena
berhubungan langsung dengan konsumen (Rinto Manulang, 2011). Perjanjian dimana para pihak yang
salah satu pihak sepakat untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang dan pihak lainnya setuju untuk
membayar sejumlah uang tertentu sebagai harganya, itulah yang disebut dengan perjanjian jual beli.
Kedua belah pihak harus telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga agar perjanjian ini
dapat terlaksana. Pihak penjual memiliki dua kewajiban utama (Gaol, H. L, 2022).

Pertama, mereka harus memberikan barang kepada pembeli dan memastikan bahwa barang itu
tidak terganggu oleh orang lain. Kedua, mereka harus bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi.
Namun, pihak pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga pada tanggal dan tempat yang
ditetapkan (Sumual, C. D., 2021).

Didalam Pasal 20 (2) UUPA memperbolehkan peralihan kepemilikan tanah. Menurut Adrian
Sutedi, yang dimaksud dengan “kata beralih” adalah peralihan hak yang terjadi ketika pemegang hak
meninggal dunia (Adrian Sutedi, 2009). Namun demikian, pengalihan seluruh hak milik secara
menyeluruh dapat terjadi melalui penyerahan, warisan, pencaplokan, pencabutan hak milik, atau lelang.
Perpindahan tersebut dapat berupa sumbangan, penjualan dan pertukaran (A.P. Parlindungan, 1990).

Tujuan pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah untuk menjamin masyarakat mempunyai
kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya serta melaksanakan tata cara peralihan hak atas tanah
dengan mudah, cepat, hemat biaya, dan aman. Pengaturan pengalihan hak memerlukan dokumentasi
hukum yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan semangat dan
ketentuan undang-undang. Sebaliknya yang dimaksud dengan pembeli hak atas tanah bukanlah atas
tanah itu sendiri, melainkan perolehan hak yang sah atas tanah itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal
1457 KUHPerdata: dimana hal ini mewajibkan salah satu pihak untuk menyerahkan barang dan pihak
lainnya membayar harga yang dijanjikan (Urip Santoso, 2010).

Setelah diundangkan UUPA maka jual beli tanah dianggap sebagai peralihan hak atas tanah secara
finansial. Sedangkan PP Nomor 37 Tahun 1998 terkait Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah (PPAT),
pada Pasal 2 Ayat 1 berbunyi: perbuatan hukum yang dijadikan dasar untuk pengurusan harta benda dan
mencatat perubahan data dalam daftar tanah agar menjamin kepastian hukum (Damayanti, 2020).

Akta autentik yang dihasilkan oleh PPAT merupakan alat bukti yang paling ampuh dan lengkap
serta dapat digunakan dalam segala hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk
perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dilakukan dalam berbagai hubungan
usaha (Maharani, et al, 2023). Meningkatnya tuntutan akan manfaat hukum di tingkat nasional dan
daerah telah meningkatkan kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa dokumen otentik. Dokumen otentik
bertujuan untuk mendefinisikan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan
menghindari perselisihan (Supriadi, 2012).

Peneliti melakukan pengamatan bahwa saat ini penjualan dan transaksi tanah masih dilakukan
secara besar-besaran oleh masyarakat di Kota Jayapura Provinsi Papua dengan dibawah tangan saja serta
masih ada sebagian besar masyarakat yang belum paham dengan akta hak milik, akta autentik dan juga
PPAT. Transaksi jual beli tanah/properti secara terang-terangan dan tetap populer di kalangan
masyarakat tradisional tanpa adanya pelatihan yang memadai artinya, proses jual beli dilakukan dalam
waktu singkat dengan pembayaran tunai dan segera dilanjutkan dengan pengalihan kepemilikan dari
penjual ke pembeli. Namun jual beli tanah dan bangunan berbeda dengan jual beli pada umumnya. Untuk
membeli atau menjual tanah/bangunan, diperlukan akta asli sebagai bukti yang sah adanya jual beli
tersebut. Selanjutnya disebut dengan Bill of Sale (A]B).

Fungsi dari AJB adalah sebagai bukti dimata hukum bahwa pembeli telah membayar lunas
kepada penjual atas tanah atau bangunan tersebut. Selain itu, AJB akan bertanggung jawab menerbitkan
surat peralihan antara pemilik baru dan lama. Oleh karena itu, AJB harus ikut terlibat dalam penerbitan
sertifikat tersebut kepada pemilik baru. Sebagai penerbit sertifikat, kantor pendaftaran tanah
memerlukan AJB yang diperlukan untuk pendaftaran. Pembeli dan Penjual adalah dua pihak yang
disyaratkan dalam kontrak AJB.

Namun, tidak semua orang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penjual dan
pembeli. Jika salah satu pihak tidak berwenang, maka AJB secara hukum tidak sah/batal (Susanto, A. &
Arifin, Z, 2023).Sangat penting untuk mempertimbangkan status pemerintahan, kekuasaan, atau
pemerintahan. Kekuatan dianggap sah jika didasarkan pada kepercayaan umum bahwa kekuasaan
didasarkan pada sesuatu yang dianggap benar. Namun, keabsahan didefinisikan sebagai berlaku sesuai
dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku (Sudarsono, 2007).
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Tidak dapat dipungkiri masih banyak transaksi tanah yang terjadi antara penjual dan pembeli
tanpa campur tangan PPAT dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan dan perkotaan (Pradana,
2023). Dalam hal ini masyarakat Kota Jayapura seringkali hanya memiliki kwitansi sebagai bukti
transaksi penjualan, dianggap mudah dan tidak memakan waktu lama untuk melakukan transaksi
tersebut dan masih banyak juga masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan tanah atas nama
penjual sebelumnya. Istilah asli bahasa Inggris "kwitantie" yang berarti "token pembayaran" berasal dari
istilah "tanda terima". Di Belanda, kwitantie disebut juga kwijting yang artinya menerima, menerima
pembayaran, atau melepaskan. Orang yang namanya tertulis pada surat itu dan yang memperolehnya,
dianggap telah melakukan pembayaran yang diminta dengan tanda tangannya (Imam Prayoga
Suryohadibroto, 1987).

METODE

Metode yang digunakan adalah normatif dan empiris, yang berarti bahwa penelitian ini
memanfaatkan sifat deskriptif dan meninjau dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan
yang sesuai serta diakui dan melihat fakta yang terjadi di lapangan (M. Sobry Sutikno, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu pembelian atau penjualan tanah dianggap sah menurut undang-undang atau peraturan
pemerintah apabila dilakukan di hadapan PPAT. Tetapi kenyataan yang ada baik didesa ataupun di
perkotaan masih ada sebagian orang yang melakukan jual beli hanya dibuktikan selembar kertas
kwitansi, yang dianggap sebagai bukti adanya jual beli yang telah dilakukan oleh para pihak yang
bersangkutan.

Dalam hal ini peneliti khususnya melihat masyarakat yang ada di Kota Jayapura Propinsi Papua
yang pada umumnya masih menerapkan hukum adat sebagai pedoman dan gaya hidup mereka sehari-
hari, sampai pada proses transaksi jual beli tanah masih menggunakan gaya hidup hukum adat yang
penting cepat, mudah dan tidak memakan waktu lama. Menurut hukum adat, jual beli hak atas tanah
harus memenuhi tiga syarat: tunai, terang dan riil. Hal ini terlihat dari gaya hidup masyarakat yang masih
menjual tanahnya secara pribadi dan tidak melibatkan PPAT dalam proses jual belinya karena dianggap
memakan biaya yang sangat tinggi dan memakan waktu yang lama..

Menurut hukum adat, "di bawah tangan" berarti kontrak pembelian tanah yang sebagian atau
seluruhnya hak kepemilikannya dialihkan secara tunai atau dengan persetujuan para pihak (penjual dan
pembeli), di hadapan kepala adat atau kepala desa. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada hari
Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 10.30 WIB dengan Bapak John Michael Loi selaku Notaris/PPAT di Kota
Jayapura, beliau menyampaikan bahwa jual beli di bawah tangan tersebut tidak ada masalah karena tanah
tersebut berada di bawah kepemilikannya. Namun, dia berpesan kepada warga masyarakat Kota Jayapura
atau pihak yang ingin menjual tanah agar menerbitkan sertifikat melalui PPAT jika sudah mempunyai
uang. Hal ini dilakukan agar yang bersangkutan memperoleh jaminan kepastian hukum.

Peneliti telah menemui Bapak Rinus Erari dari Bagian Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan
Kota Jayapura pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 09.30 WIB untuk membahas permasalahan akta
dibawah tangan dalam jual beli tanah, menurut Beliau transaksi tersebut tidak sah karena tidak sesuai
dengan hukum negara dan jual beli tanah oleh perorangan bukan merupakan perbuatan hukum. Jual beli
tanah dengan tangan sendiri seharusnya sudah tidak ada lagi, namun masih ada saja yang melakukannya.
Hal ini karena biaya tambahan yang tidak terduga dapat terjadi, biaya tersebut mungkin tidak sesuai
dengan biaya yang disebutkan, atau prosedurnya mungkin sulit dan memakan waktu.

Namun, suatu masalah hanyalah masalah yang bisa diselesaikan. Misalnya, penjual tidak memberi
tahu pembeli bahwa properti yang ingin dijual tidak memiliki sertifikat tanah. Selain itu, terdapat
permasalahan lain seperti keterlambatan pembayaran dan wanprestasi, dimana pembeli tidak menepati
janjinya untuk membayar atau memberikan uang kepada penjual. Namun, ada upaya yang dilakukan
untuk mencegah permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan atau diselesaikan hanya melalui mediasi di
luar pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kepala desa atau camat akan menelepon dan
berdiskusi dengan kedua belah pihak pembeli, penjual, dan pemilik properti.

Menurut peneliti, keabsahan suatu penjualan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat pokok
penjualan tersebut. Dengan kata lain, syarat umum mengenai sahnya suatu perbuatan hukum (Pasal 1320
KUH Perdata), pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: persyaratan kepemilikan hak
milik dipenuhi dan transaksi dilakukan secara jelas dan spesifik secara tunai. Oleh karena itu, apabila
syarat-syarat materiil di atas terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan oleh atau di hadapan kepala
desa/lurah adalah sah secara hukum.

Tetapi kenyataannya di lapangan jika penjual dan pembeli hanya berunding secara lisan
atau hanya berdasarkan tanda terima di atas kertas sebagai bukti, maka perundingan tersebut
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tidak akan efektif dan bisa saja dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian
hukum, harus dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pembelian dan penjualan yang dilakukan di hadapan kepala desa/Lurah adalah sah, tidak
rahasia, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Tetapi kerugiannya adalah kantor pendaftaran tanah
dapat menolak pendaftaran tersebut. Oleh karena itu, jual beli tanah dinyatakan sah dengan
adanya campur tangan PPAT. Jika tidak melalui PPAT maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat
didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional untuk mengubah rincian atau nama kepemilikan.

Pihak-pihak yang melakukan jual beli tanah tanpa berkonsultasi dengan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) seringkali mengalami kerugian karena ingkar janji atau tidak menepati akad
jual beli. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap para pihak guna menjamin
kepastian hukum serta melindungi kepentingan dan hak masing-masing pihak. Perlindungan ini
sebenarnya bergantung pada kekuatan perjanjian jual beli. Apabila dibuat dengan akta di bawah
tangan, maka tidak mendapat perlindungan hukum, tetapi akta autentik dengan sendirinya
mendapat perlindungan hukum. Selain itu, perlindungan hukum dapat berperan secara preventif
dan represif dalam menangani permasalahan yang terjadi. Ada beberapa langkah yang dapat
diambil masing-masing pihak untuk melindungi diri mereka sendiri yaitu:

a. Upaya melindungi penjual. Penjual wajib mewajibkan pembeli untuk membayar barang yang
diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu, disertai syarat pembatalan. Jika pembeli lalai
melakukan hal tersebut, kontrak penjualan yang mengikat akan berlaku dan hak atas tanah
yang disepakati akan batal demi hukum.

b. Perlindungan terhadap pembeli dalam hal ini, pembeli harus terlebih dahulu memastikan
bahwa ia mempunyai hak atas tanah atau bangunan yang ditentukan dalam kontrak. Hal ini
mungkin juga mengharuskan penjual untuk mengonfirmasi bahwa pokok bahasan kontrak
bebas dari klaim, tindakan, atau kewajiban apa pun, dan memerlukan surat kuasa yang tidak
dapat dibatalkan dari penjual. Dalam hal ini, pembeli juga dapat meminta agar penjual
memberikan surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali.

Selain itu, pembeli dapat berupaya untuk memastikan bahwa penjualan tanah yang dilakukan
secara pribadi tanpa akta dari PPAT tetapi mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Berikut langkah-
langkahnya:

a) Baik penjual maupun pembeli harus datang wajib ke kantor desa atau kelurahan untuk
menandatangani surat tanah yang akan dijual, dengan saksi kepala desa/lurah serta staf dan saksi dari
kedua belah pihak.

b) Setelah pengukuran selesai, data yang dikumpulkan selama pengukuran akan ditampilkan dan dicatat
serta didokumentasikan.

c) Pembeli harus membayar uang wajib dan sukarela setelah proses selesai.

d) Saksi-saksi yang hadir pada saat transaksi penjualan juga menandatangani surat pernyataan penjualan
properti tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti maka dalam jual beli tanah pada
masyarakat di Kota Jayapura intinya adalah sah dan diakui jika dilakukan di depan kepala desa atau lurah,
dengan semua syarat materil terpenuhi dan transaksi tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli tanah
tanpa izin Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada
masyarakat di Kota Jayapura. Jual beli ini sah dan diakui jika dilakukan di depan kepala desa atau lurah,
dengan semua syarat materil terpenuhi dan transaksi tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Namun, karena kelemahan ini kantor pertanahan akan menolak untuk mendaftarkannya. Akibatnya,
adalah ilegal untuk menjual atau membeli tanah dengan tidak ada campur tangan dari PPAT sehungga
terdampak juga dengan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sedangkan untuk
memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kota Jayapura, baik penjual maupun pembeli harus
mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk menyampaikan maksud dan tujuan terkait tanah yang akan
dijual dan yang akan dibeli. Kepala desa/lurah dan beberapa anggota stafnya sebagai saksi. Setelah
pengukuran tanah selesai datanya dicatat dengan lengkap dan didokumentasikan sebagai bukti yang sah
telah terjadi perbuatan hukum. Sehingga suatu saat jika terjadi sengketa atau salah satu pihak baik
penjual/pembeli ada yang merasa dirugikan atau mempermasalahkan tanah tersebut maka pihak yang
dituntut dapat membuktikannya.
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SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan kepada Pemerintah Daerah
Kota Jayapura diharapkan agar kedepan terus bekerjasama dengan pihak BPN untuk melakukan
sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kota Jayapura tentang pentingnya jual beli tanah melalui PPAT
guna menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari. Selain itu juga dengan
melalui PPAT maka perbuatan hukum tersebut telah diakui dan sah serta dapat didaftarkan pada kantor
pertanahan setempat. Begitupun juga bagi masyarakat di Kota Jayapura juga yang hendak mau melakukan
jual beli tanah harus mempunyai itikad baik, jujur dan jangan sengaja mau membohongi pihak lain demi
terwujudnya keinginanannya untuk mendapat keuntungan walaupun tidak melalui Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) paling tidak perjanjian jual beli tanah tersebut di buat di Kepala Desa/Kantor Kelurahan
setempat dengan dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak dan juga saksi dari staf yang berada di kantor
kelurahan sehingga perbuatan jual beli itu sah dan dapat menjamin kepastian hukum serta menghindari
adanya sengketa di kemudian hari.
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